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ABSTRAK 
Penulisan yang berjudul Kajian Hukum Perolehan Hak Milik atas Tanah untuk Warga 
Non Pribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta, guna untuk memberikan pemahaman tentang 
kepastian hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh warga non pribumi di Daerah 
Istimewa Yogyakarta atas Hak Milik. 
Pada penulisan ini metode yang digunakan dalam menjawab masalah yang menjadi 
pokok pembahasan yaitu menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan 
dilengkapi dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan 
historis, dan juga pendekatan konseptual. Sumber hukum dalam penulisan ini diambil dari 
sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. 
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa beberapa pemahaman 
mengenai tanah, pendaftaran tanah, deskripsi tanah adat, WNI keturunan Tionghoa, kepastian 
hak milik atas tanah untuk Warga Negara non pribumi di DIY, dan upaya hukum yang dapat 
dilakukan oleh warga negara non pribumi di DIY atas hak milik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Warga Negara Indonesia tetapi ia 
adalah Warga Negara Keturunan, maka di Yogyakarta tidak bisa memiliki Hak Milik atas Tanah 
dan upaya hukum yang dapat ditempuh ialah dengan cara Litigasi. 





 Sebagaimana diketahui bahwa tanah merupakan masalah yang rumit dan mempunyai 
fungsi yang sangat terbatas dibandingkan manusia yang membutuhkannya. Sedangkan dalam 
pertanahan di DIY, DIY mempunyai kekuasaan sendiri untuk mengatur daerahnya. Berdasarkan 
uraian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal 
sebagai berikut ini: 
1. DIY mempunyai otonomi khusus untuk mengatur daerahnya, termasuk dalam bidang 
pertanahan. Namun pada tahun 1975 ada larangan kepemilikan hak atas tanah untuk 
warga non pribumi di DIY. Instruksi ini ditandatangani oleh Wakil Gubernur DIY 
pada saat itu. Kemudian pada tahun 1984, terbitlah Peraturan Daerah Propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Meskipun UUPA telah berlaku di DIY, tetapi pada kenyataannya Instruksi No. 
K.898/I/A/1975 tetap berjalan hingga sekarang. 
2. Untuk dapat memperoleh hak milik, warga non pribumi dapat mengajukan upaya 
hukum melalui jalur litigasi yang mana jalur ini melalui pengadilan. Dilakukannya 
jalur litigasi ini yaitu agar warga non pribumi di DIY mendapatkan keadilan seadil-
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